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3. Undang - Undang Nornor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495 ); 

2. Undang - Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang 
Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja alatiga Dan 
Daerah Swatantra Tingkat II S marang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor I 18 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indon sia Nomor 
1652); 

1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah I abupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah · 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan ebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan 
dengan Pera tu ran Desa · 

b. bahwa Peraturan Desa Banyukuning Kecamatan 
Bandungan Kabupaten Semarang Nomor 02 Tahun 2009 
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah 
Desa sudah tidak sesuai dengan Peraturan Perundang - 
undangan yang berlaku untuk itu perlu untuk ditinjau 
kembali; 

a. bahwa un uk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) 
Peraturan Bupati emarang Nomor 22 Tahun 2016 
tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah 
D a, ang pada intinya disebutkan bahwa Struktur 
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ditetapkan 
dengan Peraturan De a· 

KEPAL DES BANYUKUNING, 

DEN AN RAHMAT TUHAN ANG MA A ESA 

STRU TUR ORG NISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH 
DESA BANYUKUNING 

TENTANG 

OMOR 3 T HUN 2016 

PER TURAN DES BANYUKUNING 

UP TE EM RAN 

M T N BANDUN N EP L DE 

Mengingat 

Menimbang 
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10. Peraturan Bupati Semarang Nomor 22 tahun 2016 
tentang Struktur Organisasi dan Tata erja Pemerintah 
Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 
Nomor 22); 

9. Peraturan Da rah Kabupat n marang omor 14 
Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan P mb rh ntian 
Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten emarang 
Tahun 2016 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Semarang Nomor 14)· 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri omor 84 Tahun 2015 
tentang Susunan Organisa i dan Tata Kerja P m rintah 
Desa (Berita Negara R publik Indon sia Tahun 2016 
Nomor 6 ); 

7. Peraturan Pem rintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 
Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 201 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5717); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Salatiga Dan abupaten Daerah Tingkat II Semarang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3500); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 

omor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3079); 

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 
P merintahan Daerah (Lembaran N gara Republik 
Indone ia Tahun 201 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

egara Republik Indonesia Nomor 5587) ebagaimana 
telah beb rapa kali diubah terakhir dengan Undang - 
Undang omor 9 Tahun 2015 t ntang Perubahan Kedua 

ta Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran N gara Republik 
Jndone ia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

egara Republik Indonesia Nomor 5679); 
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Bagian Kesatu 
Struktur Organisasi 

BAB III 
STRUKTUR ORGANISASI, KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI 

Ruang lingku p Peraturan Desa ini melipu ti : 
a. struktur organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi; dan 
b. tata kerja. 

Pasal 2 

BAB II 
RUANO LINGKUP 

1. Desa adalah Desa Banyukuning. 
2. Pemerintahan D sa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 

kep ntingan masyarakat s tempat dalam sistem pemerintahan Negara 
Ke atuan Republik Indonesia. 

3. Pemerintah De a adalah kepala de a dibantu perangkat desa sebagai unsur 
penyelenggara p merintahan desa. 

4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Banyukuning. 
5. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam 

penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat 
Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan 
kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur 
kewilayahan. 

6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah 
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya 
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah 
dan ditetapkan secara demokratis. 

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB 
Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 

8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan 
oleh Kepala Desa setelah dibahas dan dis pakati bersama BPD. 

9. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa adalah suatu sistem 
kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi rta hubungan kerja. 

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan : 

Pasal 1 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

PE TU N DESA TENTANG STRUKTUR ORGANISA I DAN 
T T ERJA PEMERINT H DESA BA UKUNING 

Men t pk n 

MEMUTU N: 

U U IN 

UKUNING DE B B D 

B rda arkan e pakatan Ber ama 
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(1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c 
merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas 
operasional. 

(2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) 
seksi yaitu : 

b. dusun Jangglengan; 
c. dusun Kedungwangan; 
d. dusun Tlogosari; 
e. dusun Kaliwinong; 
f. dusun Ploso; 
g. dusun Kayuapak; 
h. du sun Mendongan · 
i. dusun Gentan; 
j. dusun Pakisan; 
k. dusun Berokan; 
1. dusun Banaran; 

Pasal 6 

(4) Satuan Togas Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : 
a. dusun Krajan; 

(1) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf 
b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas 
kewilayahan. 

(2) Togas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, 
pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. 

(3) Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh Kepala Dusun. 

Pasal 5 

(1) ekr tariat De a sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a 
dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat desa. 

(2) ekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 
a. uru an umum dan perencanaan, dan 
b. urusan keuangan. 

(3) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh 
epala Urusan. 

Pasal 4 

(1) p merintah De a adalah epala Desa dibantu oleh Perangkat De a. 
(2) P rangkat De a ebagaimana dimaksud pada a at (1) terdiri atas: 

a. ekretariat desa; 
b. p lak ana kewila ahan; dan 
c. pelaksana teknis. 

(3) Perangkat D a agaimana dimak ud pada a at (2) berkedudukan sebagai 
un ur pembantu pal D a. 

Pasal 3 
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(1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa. 
(2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi 

pemerintahan. 
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretaris 

Desa mempunyai fungsi : 
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi 

surat menyurat, arsip, dan ekspedisi; 
b. pelaksanaan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat 

desa penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor penyiapan 

Pasal 8 

Paragraf 2 
Sekr tari D a 

(1) epala Desa b rkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang 
memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 

(2) epala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, 
melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan 
pemberda aan masyarakat. 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala 
De a memiliki fungsi sebagai berikut : 
a. penyelenggaraaan p merintahan desa, seperti tata pemerintahan, 

penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, 
pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya 
perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan 
dan pengelolaan wilayah; 

b. pelaksanaan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana 
perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan; 

c. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban 
masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, 
keagamaan, dan ketenagakerjaan; 

d. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi 
masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup 
pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan 

e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga 
lainnya. 

Pasal 7 

Paragraf 1 
Kepala Desa 

Bagian Kedua 
dudukan, Togas dan Fungsi 

a. k i pemerintahan: 
b. k i ke ejahteraan; dan 
c. k i pela anan. 

(3) Ma ing-masing ksi s bagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh 
epala Seksi. 
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b. Kepala urusan umum 
dan perencanaan memiliki fungsi pelaksanaan urusan ketatausahaan 
dan perencanaan antara lain : 
1. tata naskah dinas; 
2. administrasi surat menyurat; 
3. arsip dan ekspedisi; 
4. penataan administrasi p rangkat desa· 
5. penyediaan prasarana p rangkat d sa dan kantor; 
6. penyiapan rapat; 
7. pengadministrasian a et; 
8. inventarisasi aset; 
9. perjalanan dinas; 
10. pelayanan um um; 
11. menyusun rencana pembangunan jangka m nengah de a· 
12. menyusun rencana kerja pemerintah desa· 
13. menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa; 
14. menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan; 
15. melakukan monitoring dan evaluasi program· dan 
16.penyusunanlaporan. 

( 1) Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat desa. 
(2) Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan 

pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. 
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala 

Urusan mempunyai fungsi: 
a. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi pelaksanaan urusan keuangan 

antara lain : 
1. pengurusan administrasi keuangan; 
2. administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran; 
3. verifikasi administrasi keuangan; dan 
4. administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan 

unsur staf perangkat desa. 

Pasal 9 

Paragraf 3 
Kepala Urusan 

rap t, pengadministra ian aset, inventari asi, perjalanan dinas, dan 
pela anan umum; 

c. pelak anaan uru an keuangan seperti pengurusan administrasi 
keuangan, administrasi sumber sumber pendapatan dan pengeluaran, 
verifikasi administrasi keuangan, dan admini trasi penghasilan Kepala 
Desa, Perangkat De a, BPD dan lembaga kemasyarakatan desa; dan 

d. pelak anaan urusan per ncanaan perti menyusun rencana anggaran 
pendapatan dan b lanja de a, menginventarisir data-data dalam rangka 
pembangunan, m lakukan monitoring dan evaluasi program, serta 
pen usunanlaporan. 
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(1) Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur atuan tuga k · a ahan. 
(2) Kepala Dusun bertugas membantu epala D a dalam p lak anaan tugas 

di wilayah Dusun setempat. 
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada a a (2) Kepala 

Dusun mempunyai fungsi : 
a. pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelak anaan upa a 

perlindungan mas arakat, mobilitas kependudukan, p nataan dan 
pengelolaan wilayah · 

b. pengawasan pelaksanaan pembangunan di wilayahn a· 
c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan 

kemampuan dan kesadaran mas arakat dalam meningkatkan 
kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya· 
dan 

Pa al 11 

Paragraf 5 
Kepala Du un 

c. Kepala eksi pela anan memiliki fungsi: 
1. pelaksanaan pen uluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak 

dan kewajiban masyarakat; 
2. peningkatan upa a partisipasi mas arakat; 
3. pelestarian nilai so ial budaya masyarakat; 
4. pelayanan keagamaan; dan 
5. pelayanan administrasi ketenagakerjaan. 

b. Kepala sek i kes jahteraan mempunyai fungsi: 
1. p laksanaan pembangunan arana prasarana perdesaan; 
2. p lak anaaan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan; 
3. pelaksanaan osiali a i dan motivasi masyarakat di bidang budaya, 

ekonomi, politik lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, 
pemuda, olahraga, dan karang taruna. 

a. · pala k i em rintahan mempunyai fung i : 
1. p lak nakan manajemen tata p merintahan; 
2 p lak aan fa ilitasi penyu unan ran angan r gulasi de a; 

. p mbinaan masalah pertanahan; 
. p mbinaan ketentraman dan ketertiban; 

5. p mbinaan upa a perlindungan mas arakat; 
6. pengelolaan administrasi kependudukan· dan 
7. p ngelolaan Profil De a. 

bag imana dimak ud pad a at (2) Kepala 

el sana t kni . 
D bagai pelaksana tuga 

( l) epala ek i erkedu ukan 
(2) epala ek i 

opera ional. 
(3) Untuk melak anak n tug 

eksi m mpun • i fungsi : 

I 10 

P ragraf 4 
K pala eksi 
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KEPALA KEPALA KEPALA KEPALA KEPALA KEPALA 
DUSUN DU SUN DUSON DUSO DU SUN DU U 

KRAJAN JANGGLENGAN KEDUNGWAlfGAlf TLOGOSARI KALIWlNONG PLOSO 
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KEPALA 
SEK.SI 

PELA YANAN 
KEPALA 
SEK.SI 

KESE.JAHTERAAN 

KEPALA 
SEK.SI 

PEMERINTAHAN 

KEPALA 
URUSAN 
UMUM DAN 

PERENCANAAN 

I 1 
KEPALA 
URUSAN 
KEUANGAN 

I 
SEKRE1'ARIAT 

DESA 

\ 

KEPALA DESA 

U UN NORG IS SID TATA KERJ PEME NTAH DESA 
BANYUKU ING 


